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ABSTRAK

Penelitian ini beranpkat dan keinginan untuk mempelajart dan mendesknpsikan
beberapa pertanyaan yang terkait dengan fenomena struktur perkotaan dan implikasinya
pada masyarakat FPeriama bagaimana priontas kebygakan pembangunan perkotaan di
Eota Padang, Keduae, bagaimana bentuk kebijakan pemerintab kota berkaitan dengan
perubahan struktur perkotaan tersebut. Ketrge, bagaimana pula respon masyarakat
terhadap kebnjakan tersebut.

Untuk membernkan kejelasan dalam menganalisa pertanyaan di atas, maka peneliban o
menpgeunakan  pendekaan  kualitatif dengan  tckmik  deskriptif cksploratif. Data
dikumpulkan melalw beberapa cara yaitu wawancara mendalam, observasi dan
dokumentasi.

Dalam Penclitian ini ditemukan bahwa tidak adanva keterlibatan masvarakat dalam
perencanaan pengembangan perkotaan adakalanva merugikan masyarakal terutama
terkan dengan panti mgi tanah dan kepemilikan lahan baik u yang bersifat personal
ataupun komunal. Senngnya elite pemenniahan bertindak manipulatif dan keersif
dergan memanfaat keuntungan informasi tentang rencana pengembanpgan kota vang
mercka miliki untuk mengusal tanah masyarakal

Drari 151 kebijakan vang dikelvarkan olebh Pemerintah Kota Padang lebih bersifal
regulative ketimbang substanil Khususnya yanp berkait dengan pengembangan sckior
perumahan dan industri. Kebyakan vang dikeluarkan sama sekali ndak menyentuh nilai
intrumen dan aspek perubahan struktuor perkotaan kecuali nilan instrinsik pengembanzan
kota rtu sendin. Ini dapat dilihat darr pejala vang terjadi seperti kasus terminal aie pecak
dan kasus kepemilikan lahan pertambangan bagi indusie semen di Indarung. Tika ini
terus dibiarkan tanpa ada pengaturan lebih lanjut dan pemerintah kota, maka vang akan
ter|adi adalah kemunduran dalam pembangunan di kota ini,

Kevwords: Kebijakan perkataan, pernbalian sosial politik, strwktur bota



L PENDAHULLAN

Perkembangan  suatu daerah  dipengaruln oleh  proses pembanpunan  vang
memunculkan perubahan struktur perkotaan, Implikass perubahan struktor perkofaan
tersebut akan melaherkan masalab sosial pada masvarakatmya {Gilberl and Gugler, 1996)
Dalam kenvatasnnva, kompleksitas permasalaban tersebul menyebabkan pemerintahan
urban kesulitan dalam menangan: permasalahan dalam masyarakamya. Indikasi kesulitan
tersebut ditonjukan oleh, pertamee, menyvangkuot keterlibatan dalam memecabkan masalah
di antarapva tormulas: kebijakan, mobilisasi sumberdaya sema implementasi program
dengan maksod memperbaiki keadaan. Kedus, kemampuan mengantisipast konflik,
lerutama vang berkailan dengan uwpava mengendalikan kelangksan sumber daya dan
peluang bag masvarakat Keating, 1991:36)

Penelitian tentang masalah-masalah perkotaan bukanlah sesuatu yang baru. Para
ahli telah menelaskan banyvak hal khesusnyva vang berkaitan denpan fenomena
kepemerintahan wrban dan pembangunan. Misalnya tentang studi histons perkotaan, riset
demografl, telaahan terhadap stratifikasi sosial, studi tentang migrast, risst morfologi dan
pengrafl yakni perkembangan dan struktur dan beberapa keta, perkembangan dan distribuse
kota dalam sistem dan tipe kota terientu, studi tentang perencanaan wilavah kota dan nset-
riset  lainnya. Dan kajian-kanan tersebut masih saja terlewatkan hal-hal yang berkaitan
dengan polittk perkotaan (wrban Politic) Sclama ini yang dilihat hanya pada si:1 yaitu
bagaimana fprmulazi kebijakan dari pemerintah urban, misalnya dalam menangani masalah
kemiskinan kota, pemukiman kumuh, kebijakan tentang urbanisasi dan seterusnya. Padahal
dalam kenvataannya ada sisi lain vanp harus mendapat perhatian sepertt tumbuhnya
kesadaran partisipast massa dalam mengatast permasalahan vang mercka hadapi, perilaku
nwassa menerima dan menetang Kcbijakan atau munculnva kerusuhan sosial di masyarakar
urlan yang berkaian dengan proses pembangunan perkotazn.

Proses tumbuhnyva kesadaran dan munculnya partisipasi massa di perkotaan adalah
suatu pejala vang menank. Kaum miskin perkotaan ndak terlalu berharap banyak pada
pemerintal vang pada kenvataannya memang tidak berpihak pada mercka. Bapn penganue
teort Marx, sesunzeuhnya dan fenomena itu yvang terjadi adalah muncuinya kontlik kelas,
vaitu kelas pemilik medal yvang ditopang aleh negara dalam bal i pemenintah kota dengan
kelas masyarakal awab. Koothk kelas int merupakan akibat langsung beroperasinya cara
praduksi kapualis; bentuk perkolaan, persoalan perkotaan, pemerintahan dan ideclogi kota
dan hanva dapat dipshami dalam konteks dinamika sistem kapitalis. (Castells, 1977a)

Fadiy Renyalaamnva bahwa proses pembangunan di daerah urban pada dasamya
adalah cerminan  mteraksi dominanf dam sekelompok imdividu vang duduk di lingkaran
Rekuasaan atas masyarakat awam. Melalul kedudukan mereka terjadi distorst alokasi
sember dava demi kepenimgan kelompek tersebut {Lipton, 1977) Fenemena vang muncul
terschut dapat lijelaskan dengan melihat aspek ckonomi pelittk dimana terdapat varizbel
determinan seperti nilai, kepentimgan dan kekuasazan., Dan i jelas, pertumbuhan dan
perkembangam deersh urban tak lepas dan vanabel tersebut. Variabel nilal menyanghut apa
sumberdaya (nika) vang dealokasikan., Varnabel kepentingan berkaitan pada siapa yang
berkepentingan  mendigteibusikan el dan kepada  siapa, sera wariabel kekuzsasan
menyangkut legitimasi apa vang dimibks untuk mendisteibusikan mila-mla ersebuoc.

Pertumbuhan kota primasi di duma membawa dampak techadap kelidupan
masvarakat urban. Pemumbuhan kota tersebut swdah jelas mengubab sookoor kota



Perubahan struktur kota diyaking banyak ahli perkotaan adalah akibar dari pengaruib
kapitalisasi yang melanda setiap negara. Artinva, kapitalisme yang melanda setiap nepara
lelah menyeret kota-kota di negara lain ke dalam pola jaringan kapitalisme internasional
melaloi jaringan kota intermasionainya. Dengan demikian, kota, dalam hal ini schagai
lingkungan politik individu, yang semula memiliki lingkungan material yang sederhana dan
hahkan cenderung tradisiomal dengan aspek bentuk, bangunan ruang dan lingkungan
herubah menjadi kota vang kompleks dan modern. Begitu jupa dengan fungsinva sebapal
pusat produksi semakin bertambah dengan implikast munculnya sekior informal. Kot jupa
mengalami perubahan krusial dari aspek komunitas sosial. Yaiu perubahan vang
berlangsung dalam kerangka sistemik dari sctiap proses kehidupan masyarakat perkotaan
vang meliputt ckonomi, politik, budava, sosiologis dan sebagainya. Dan akhirmva, konflik
dan konscnsus menjadi model dalam proses pembuatan kebijakan publik di daerah
perkotaan,

Strukitur kota yang merupakan salah satu bagian aspek lingkungan dart individu
akan berpengaruh pada pembentukan preferensi nilai dan  perilaku politik vang mereka
manifestasikan dalam kehidupan sehari-hart [(Greenstein, 1975-8) Perubahan struktur
perkataan juga akan merubah respons vang diberikan oleh pemerintah urban techadap
tuntutan masvarakatmya,  Tuntufan masyarakat wban yanp semakin kompleks akibat
perubahan  struktur kota, terutama terhadap  kebutuhan  pelayanan  mimimal  vang
menyangkut sandang dan pangan, membual pemerintah urban sedikit kewalahan, Jika
pemenuban kebutuhan terhadap tuntutan masyarakat urban tersebun tidak terorpanisic
dengan baik, m berdampak pada stabilitas kelidupan sosial di perkotaan tersebut. Oleh
karenanya, tak jarang pemerintah urban berupava menyelenpparakan pemerintaliannyia
dengan bak

Hal yang paling penting dalam melihat hubungan strukr perkotzan dengan
perubaban politik adalsh pada pembentukan sikap dan tingkah laku politk masvarakat
urban i sendin. Struktur perkotaan yang berubah jupga akan merubal preferensi nilai
masyarakatnya. Cejala i dapat dijelaskan dengan membandingkan bagaumana perilaku
politik masyarakat Indup di daerah roral dengan masvarakat vang hidup di daersh urban,
Jelas berbeda bagi masyarakal urban, cif perkotaan vang identik dengan ketersediaan
layanan barang dan jasa, kecukupan informasi. pertumbuhan pembangunan ekonomi vang
sipnifikan serta sifat kemodernan fasilitas akan melahirkan bentuk dan cara merespons
vang berbeda dengan masvarakat yang hidup di daerah rural. Karakieristik respons yang
dibentuk vleh faktor linskunpan kota tadi berimplikasi pada dimamika politik di tingkat
lokal.

Wajah perkotaan & negara-negara berkembang, mizalnva pada kota-kota vang
berubal menupu kota modern, mesunjukan sist gelap vakni menvangkut kelidaksangipan
pemerintah kot memberikan  pelavanan  terhadap  masyarakar  miskin perkotaan.
Adakalanya, penanganan yang dilakukan pemermtah lambat dan tdak menyventul akar
permasalaban Sementara, permasalahan baru akan terus muncul mengiringi permasalahan
lfama dalam keiidupan kaum urban vang belum wntas ditangani oleh pemerintab. Yang
menartk adalah setiap permasalaban perkotaan tersebot akan direspons secara berbeda olel
pemertital kala walaupun menyanghut permasalahan vang sama. Beyitn juga dengan
masvarakatmya. Terjadi pula perbedaan  respons vang didakukan terhadap substans
kebijakan vang sama.
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1. PERUMUSAN MASALAH

Beberapa pertanyaan vang diajukan dalam studi ini sangat terkait dengan kebijakan
mengenai struktur perkotaan dan perubahan politk masyarakat urban, Bagaimana prioritas
kebijakan pembangunan perkotazn i Kota Padang? Bagaimana hentuk  kebijakan
pemerintah kota berkaitan dengan perubaban struktur perkotzan tersebul” Bazaimana pula
respon masvarakat terhadap kebijakan tersebut?

L1, TINJAUAN PUSTAKA
! Imrensi Strakeur Perkotaan Dan Perubalhon Politik

Strubktur perkotsan adalah peristilahan vang memiltki makna vang luas, Sebab
struktur perkotaan mencakup banyak aspek seperti peografis, demograbis, lata ruang,
kelembagaan, ckupasi masvarakat dan seterusnya. Tak dapat dibindari bahwa penggunaan
struktur perkotaan vang dimaksud bukanlah sesuatu vang statis tetapi mengarah pada
konsep yang lebih dinamis. Ini dapat dipahami bahwa dalam struktur perkotaan lersebut
terjadi interaksi antar aspek-aspek vang ada disatu sisi, jupa dengan bentuk masyarakatnyva
terhadap aspek fersebut. Aspek-sspek dalam strukroor perkotzan ini menjadi frigger dalam
lormulasi kebijakan pulilik.

Sementara perubahan politik dalam konteks ini lelih mengacu pada bagamana
perubahan politik yang terjadi. Perubahan poilitik tersebut menyangkut perumusan dan
pembuatan kebijakan publik di perkotaan. Respons pemerintah urban dalam membuat
kebijakan publik cenderung merujuk pada kenyataan vang dikandung oleh aspek-aspek
struktur perkotaan. Misalnva aspek demografis tekail dengan bagaimana memtbormulast
kebirakan untuk mengendalikan laju pertumbuohan pendoduk, perumahan, pemennhas
Lelmutuhan minimun dan sebagainya.

Pada awalnva kota berasal dart suaty pemukiman Kecil, vang secara spasial
mempunyvai lokasi strategis bagi kegiatan perdaganpan (Sandy, 1978 dalam Koestoer,
2001, Lambal laun teradi perkembangan sebaga akibat dari pertambahan penduduk,
perubahan sosio-ekonomi dan budayanya serta interaksinya dengan kota-kota lan dan
daerah sckitarmya

Dinamika perkembanpgan kota-kota di dunia terkat eral dengan terjadinya proscs
ckspansi ekonomi akibat semakin mengakamya kapitalisme dalam kehidupan masyarakat
internasional. Kapitalisme secara tudak langsung telah mengubah watak pedesaan menjadi
watak perkotaan vang modern.  Kapitalisme dan imperalisme mdustrl yang dimulal abad
ke-16 telah mentransformasikan struktor-strukiae peckotaan di negara dumia ketigs
Sebagaimana vang dikemukakan Gilbert dan Gooeler (19940 5} vang mengutip Hoselikz
( 1953) bahwa kota-kota modern di negara-negara terbelakang merupakan lembaga-lembaga
vang dicangkokkan, schagaian dibentuk sebagai respons terhadap pembagian kerja sosil
vang berkembang sceara munu dan schagaian lag sebagm respons ferhadan dampak-
dampak karena integrast negara-negara berkembang ke dalam ekonoms duma

Terimegrasinve  masvarakal pedesaan i negara-negara berkembang ke dalam
sistem ekonomi kota-kota dumia membawa perebaban vang mendasar terhadap struktur
daerah terseber Tranformasi milai-mlar Kemodernan kota vang dibawa oleh Eropa turut
merubah ciri-cire peradaban masvarakat. Dampak vang paling terasa dan perubaban



tersebut adalah terciptanya kota-kota baru dengan arsitektural yang baru pula, serta lzhirnya
penaras bary dengan budava bara.

iejala lain darn realitas ini terletak pada tyjuan pendirian kota-kota di wilayah
jajahan Bangsa Eropa, Tak disadan Bangsa Eropa menghancurkan dan mentransformasikan
peradaban-peradaban masyarakat pribumi (indigencons people), Kota-kota yang bar
dicdirikan ilu lebah menggambarkan struktur kekuasaan baru dan menjalankan fungsi-fungs
vang sesual denpan kepentingan bangsa penjajah {Eropa).

i Tndonesia, kota-kola baru vang dibentuk oleh kaum penjajah ' adalan cerminan
pusat dominasi kekuasaan terhadap kota-kota lain di wilayah jajahannya. Kolonialisme da
Indonesia secara sistematis memapankan bentuk-bentuk struktur perkotaan dan menjads
determinan  dalam  pembentukan struktur sosial dan ekonomi wyang pada akhirmya
mempengaruli bentuk masyarakatnya.

Tambat laun seiring dengan perubahan vang terjadi di dunia, kota-kota peninggalan
kaum penjajal tersebut menjadi pusat aktifitas masyarakat pribumu. Hal imlah yang
melatarbalakangi munculnva kaum migran bamu. Dart banyak kajian vang dilakukan
ternyata migrasi berlangsunyg ke kota terschut karena alasan, antara lam  pertama, prospek
ekonomi perkotaan yvang menarik mereka untuk pindah ke kota, Kedue, disparitas wilayah
dimana daerah kota memiliki ketersediaan lavanan publik ketimbang: di desa,

Fenomena migrasi ke perkotaan merubah perwajahan dan kargkter swatu kota,
Ketlersediaan lapangan kerja vang terbatas bagi kaum muigran, pemukiman vang tidak layak,
serta bermunculan pula pekerjaan sektor informal menjadi potret baru fenomena perkotaan
pasca kolomalisme {Gibert and  CGugler, thrd, 1996 81-106) Tak terkeceal o Indomesia,
fenomena pertumbuhan dan perkembangan kota di svatu daerah sangat dipengambi oleh
pola modemisasi vang difakukan kelonial Belanda, Seperti kota-kota vange menjadi ibukorna
propinsi atau koia/kabupaten saat ini,

[ Indonesia, khususnva setelah dinndangkan Undanp-undang (UL to 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Dacrah, menyehabkan cksistensi kota dan kota kabupaten
menjadi sipnifikan dalam sistem kepolitikan fokal.  Desentmalisast politik, fiskal, dan
administrast menghadirkan dinamika polink vang cukup miens antara masvarakat dengan
pemerintah lokal, Secara teen, pejala ina dipengaruln oleh perkembangan hubungan anara
pemerintah pusat dan pemerinial daerali (lokaly vanyg menjadikan dacrah schagai basis
pendidikan kewarganegaraan (chne cdncation) bag rakyatmva

Proses perubghan hubungan pusat dan dacrah, berkaitan pula dengan  perubahan
olch bertangsunpnva ekepanst kapitalisme infermasional vang melanda kota-kota di daerai.
Ketersediaan sumber dava wvang dibuwinhkan masyvarakat internasional membuat posis
tacrah semakin penting dalam hubungan perdagangan luar negen, Ini berkaitan dengan
interaksi ckspanst ckonomi sepert perubaban strukiur kota pelabuhan dimana terjadi proses
ehspor dan impor sumber dava desekiar kota tersebut Atan perkembangan kota di dasrab
pedalaman denpan sumber dava pertantan dan perkebunannya (Kocstoer ctal., 2000:40-70)

: keberagaman tidak ferbatas pada budiva-budava pgshes, g3 jugs menjudi oo kekuasazn pengagah

Sesungpehnyva, ekspansi Eropn ke Duna Kengs mengasunsikan keberagaman bentuk. Feragaman iw
sebapaian besse merpakan akibar kerapaman Bangsa Ercpa vang techba dalon ekspans pergagahan dan
perdaganan; pava akspasi Spanyel, Ponueis Belanda, Ingenis Perancis, Belg, dan haba dalam banvak bal
sangil berbeda,
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Untuk mengetahui organisast struktur keruangan kota perlo diperhatikan doa aspek
vaitn: pola penyebaran penduduk dan pola penyebaran pembangunan kesejahteraan. Pola
penyebaran pemukiman merupakan salah satu indikasi penyebaran konsentras: penduduk,
sedangkan manusia sehagai pemepang peranan penting dalam perubahan dimensi spasial
perkotaan, khususnya dalam aspek nonfisik keta. Pola penvebaran kesejahieraan secara
langsung maupun tidak lanpsung berkaitan denpgan pembangunan ckonomi kala, kedua
aspek ini membentuk struktur oreanisasi keruangan kota vang kompleks dan membern ani
bagi penampilan spasial wilavah perkotaan (Koestoer ecal., ibvid: 1-7)

Sesungguhnya, pola penyebaran penduduk di perkotaan memilit hubungan yang
determinan ferhadap pembentukan karakieristik polink individunya. Christensen (1995:17-
24} menegaskan bahwa jumlah, kepadatan, keragaman penduduk serta aspek psikolog
sosial dan ckonomi penduduk membentuk karakier politik vang ditampilkannya, Variabel
ini dapat dielaborasi dengan melihat pertumbuhan kota-kota, dimana penduduk kola yvang
pedat dan herapam memiliki masalah dalam kebijakan, persoalan pelitik yang lebib
kompleks dan upaya penanganan dari pemerintah vang lebih serius.

Struktur perkotaan yang berkaian dengan cara mengorganisic keruangan (spasial)
merupakan hasil karya pemerintah kota (urban govermment) yang memberi “warna’ dan
karakteristik keruangan fisik, sosial, ekonomi dan budava terhadap kota vang bersanghutan,
Dan tap-tiap kota di Indonesia memidike cirt tersendint dalam menata keruangan lerselut.
Apabila dikaitkan dengan variabel politk penduduk yang mendiami kota tersebut, maka
nreferensi nilai dan budayva politik penduduknyva tentulah beragam. Preferensi serta budayva
politik im pada akhirmya bermuara pada bagaimana respons yang diberikan masvarakat,
lingkungan perkotaan dan juga pada pemerintah kota khususnya wang berkantan dengan
kebiyakan perkotaan

Pertwmbuhan dan perkembangan kota di daerah-daerah akan memunculkan kaota-
kota primasi (ko utama), Primas: peckotaan banyak bermunculan di negara berkembang,
Dampak vang muncul dari gejala o adalah sebagian besar penduduk terkonsentras: di safu
bagian kecil wilavah nepara e, Akibatya kepiatan ckonomi dan pendapatan lidak
seimbang. Munculnyva kata primas: juga menyebabkan fidak berkembangnya kota-kata lam
dan secara politis mennnbulkan keresahan yang dapat mendorong separatisme (Relsma
and Kleinpenning, 1985)

IPerbedaan struktur perkotaan juga menvebabkan perbedaan struktur perckonomian.
Ekonami masyarakat wrban vang dicimikan oleh konsentrast atas kekayaan dan strukiur
kelas masvarakat vang turut mempengaruhi aspek polink dan kekuasaan. Misalnya dalam
aspek pertanahan, [ daeral pueal, tanah bisa domibiks aleh banyak petam untuk memenuoln
kebutuhan subsisten, Im berbeda dengan di daerab wrban, dimana tanab memiliki niai vang
sangat penting. Dian tak jarang isu mengenal pertanghan il menjadi “pemicn’ kegiatan
politik masyarakat di perkotaan,

Perkembangan kota sangat sulit wntuk dibendung.  Berlangsungnya proses
perkembanean kota juga berpengarub pada struktur perkotaan itu sendird. Selama ini, upaya
vang bisa dilakukan aleh pemermiab kota (wrbon government) khususnya di tingkat lokal
hanva sebaias pada mtervenst lekms secara langsung yaiu malahn sistem perencanaan dan
manajemen kota dan bukan pada aspek tndakan preventif terhadap permasalaban yang
ihiperkirakan muncul.
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Kompleksitas permasalaban yang dihadapt masyarakat di perkotaan menuniut
penanganan yang cksma dan pemerintah kota. Kesalahan dalam pengambilan kebijakan
berpengaruh pada respons dan ondakan masyarakamya. Perubahan dalam perencanaan dan
manajemen  perkotaan berakibat pula pada terjadinya  perubahan  karakier politik
masyarakatnya. Secara teon, respons mdividu sangat dipengaruli olel lingkungan yang
membentuk predisposisinya vang pada akhirnya melahirkan sikap (Greenstein, 1973)
Dengan demikian, lingkungan kota yang berbeda melahirkan respon politik vang berbeda
pula.

D1 negara federal yang mengenal sistem pemtlu lokal, keberadaan masyarakat <
kota menjadi determinan bagi keberlangsungan politik di tingkat sasional. Bepitu jupa
dengan format sistem pemilunva dengan menggunakan sistem distrik, ot mempengaruhi
mtensitas keaktifan masvarakat lokal dalam politik. Namun demikian, sesungguhnya
terdapat pula  kelemahan vang mendasar  di tingkat lokal. Donana doman politk
masyarakainya dibatast oleh  masalah 17 budaya, 2) kelembagaan, dan 3) keterbalasan
ekonami, Budaya (kultur) berkatan denpan persoalan-persoalan yang muncul berkisar pada
arentast nilal masvarakal, bngkal militansinya dalam membernikan respon, stkap imereka
terhadap tracdhs) dan perubahan, pola kepemimpinan, sikap terhadap mobilisasi dan prioeitas
kebjaksanaan (Widjga, 1988: 129-50) Masalah kelembagaan berhubunpgan erat dengan
kemampuan admmistretif masyarakal dan orientast terhadap kebyakan pemerintal lokal,
sSementara masalah ekanamn lerbatas pada kekurangan sumber dava manusia mengelola
keberhimpahan sumber daya alam. Ine menvangkut penguasaan ilmu penpetahuan dan
teknologm

Farakter polink i walayah perkotaan memilikl perbedaan vang sangar sipnilikan
dengan di daeral rural. Ini terlibat dengan dominannya kompetisi antar kelompok dalam
merancang agenda unluk kepentingan masmg-masing, Masing-masing kelompok berupaya
masuk dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan kola
atau kot mempengarehn proses legislasi suatu kelijakan di parlemen kota, Dan motivasi
sepert? int tidak ditemukan di daerah rural vang lebah menonjolkan nilai kekeluareaan.

hassa wrban yang cenderung reaktf terhadap su vang berkembang seringkal:
denanfaatkan untuk kepentmpan  tertentn, Keterpurukan mereka di sisi ekonomi,
memudahkan  kelompok  tertenfu vang  ant dengan  kebijakan  pemerintab  kota,
maemaniaatkan tenmapa dan jumlah mereka yang massif, Tuntian vang doring: dengan
demonstras: menalak sustu kebijakan pemerimtah urhan sering kali digerakan oleh paak
tertentu.  Babkan, dalam kondisi eitentu, musalnyva menjelang pemilihan amum jomlalh
mereka vang cukuep banvak dimobilisas untuk mendukung partai tertentu

Stroklur ruang kata yang menjadi wilayah konflik moneul dari penpembangan isu
e pelitical of producnen yang dilakekan oleh pemerintaly kota dengan pihak pemilik
madal, tetapi tidak diukut aleh the podivic of destribution bag kelompok urban marginal
iKeating, [991) Yang cenderumg terjadi adalah politik kooptasi darl pemerintah kota dalam
mengatur dan mengontral kelompok urban marginal dan sep peromahan, pekerjaan dan
sebagainya. Tak jarang mercka dijatuhn sanks) akibat pelanpparan vang semata-mata hanyva
untuk memennhi kebutuhan hidup di kota.
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IV. TUJUAN PENELITIAN

Penehitian ini bertuyjuan:

o

ed

Mengidentifikasi dan mendiskripsikan prioritas Lebijskan pemerintalh urban
mengenai perkotaan di Padangp,

Memetakan dan menemukenali permasalahan vang ditimbulkan oleh perubahan
struktur perkotaan di Padang

Mempelajar bubungan aspek srukmr perkotaan dengan aspek perubahan
pofitik di dacrah urban sena respons masyarakat techadap perubahan politik
ferselut

Menganaliza imphkasi ekonomi dan politik akibat perubahan struktur perkotazn
dan model kebijakan pemerintal urban

V. KONTRIBUS] PENELITIAN

Hasil penehitizn mi diharapkan berguna bagi:

Fat

Menghasilkan bentuk konsep dan teori baru dalam memahamy  fenomens
pembangunan ekonomi, sestal dan budava di tngkat lokal dan bebunpannys
dengan dinamika polittk urban di tingkat lokal. O
Menghasilkan bentuk pemetaan terhadap respons vang diberikan masvarakat
urban wang berkaian dengan sirukior perkotaan dan perubahan politik vang
berlangsung di tingkat lokal.



VI,

METODE PENELITIAN

i,

ik

Pendekatan

Penelitian ini menggunakan analisis kualiianf khususnya kajian [enomenologl.
Fenomenologi memiliki kekuatan untuk menpadakan interpretive practice terhadap
berbagai  hubungan  manussa dan masyarakamya, memilike  fungse  untuk
mengadakan penjelasan terminalogi bidang pemerintahan

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan i Kota Padang. Pengambilan lokas: mi didasarkan pada
pertimbangan 1)Kota Padang sebapal ibukota Propinsi Sumatera Barat memiltki
tingkat pertumbuhan ckonomi dan laju pertumbuhan penduduk yang, cukup tingel
dibanding kota-kota lainnva. 2) Dengan luas wilayah 694,96 Km® dengan jumlah
penduduk 7200783 jiwa (Sumbar Dalam Angka 2001 akan tegadi perubahan
struktur keta vang berumplikasi pada model kebijakan pemerintaban wban dan
perubahan polittk masyarakatnya.

Pengumpulan Data

Data-data  yanp  dikumpulkan  dilakukan  dengan  menggunakan (1) mefode
dokumentast untuk mempercleh data sekunder, Yaiu data yang berkaitan denpan
sejarah berdiri dan perkembangan kota, sema data perkembanpan masyarakat di
dacrah tersebut, (2) wowanoara mendalam  (edepth interview). Metode
dipunakan untuk memperoleh data primer melaln wawancara bersruktur vang
dilakukan kepada responden dalam penelitian ini, (3) Observas: sebagai sebuah
stratep untuk mengungkap “deep wsigh” wforman yang diaman sebagai madel
diagnosis  unuk  melihat bagaimana respons masyarakal lerhadap  kebijakan
pemerintah whan.

CInforman Penslitan

Informan penehitian ini adalah srokehelders vaitu terdinn dan pemerintah kota,
masyarakat, dan pihak swasta, loforman dan pemenntab kota dan pihak swasiz
dipilib dengan mengpunakan ekuk snewhall sampling. Sementara  informan
masvarakat ditetapkan secara puepesive sampling vaitu tokah informal masyarakat
Analisa Data

Data vang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode deskopf-analits.
Pencliti menuiwckan dan menafsirkan dlsta tenlang suam hubungan, aktfitas, dan
kecenderungan vang tampak di Japangan. Pada akliroya selurul data vang telah di
dapat dianalisis melalui interpretasi emik dan etk. Dalam penenlitian kualitatil
informas emik ( pandangan inferman) dan informas: etik (pandangan peneli) tidak
dapat dipisahkan. Redua informast m tdak dapat hanva ditafsirkan menuru
metade teor, eknk dan pandangan penebnt sendici tetapl quga disertal dengan
penggunaan metede riangulas



VIL JADWAL PELAKSANAAN
Kegiatan Bulan
1 | 213|456 |
Persiapan penchitian/Kapan pusizka | X | [
Survey Dan Penyusunan Daftar Pertanyaan | X |
Pengumpulan data lapangan ] | S
Analisis data lapangan I 5N — .
Semmnar klhusus hasil analisa = i X |
_Perbakan/Pengetikan draft laporan akhir | | X |
Penvusunan laporan akhir l | X
VIII. PERSONALIA PENELITIAN
| KO NAMA PERSONALLA JABATAN
1 | Kusdarini, SIP (132 298 930} | Ketua Peneliti
2 | Asrinaldi, SIP, M.5i {132 282 153) Angpota
3| Ade Jurmiacti (99 193 021: Mhg) | Anggota
| 4 | Bustanuddin Agus { 130 889 976) _ | Pembimbing

IX. HASIL PENELITIAN

1. Pendahuluan

kota Padang sebagai ibuketa Propinsi Sumatera Barat mengalami perkembangan
vang pesat dan tahun ke tabun. Pembangunan terschut tidak saja meliputi pembangunan
fisik akan tetapi juga menvangkut pembangunan sosial, ekonomt dan budaya. sebaga
sebuah kota besar, tentunva Kota Padang akan menghadapi banvak permasalahan terkai
dengan pembangunan sosal, ekonom, budayva dalam masyarakal kota, Menurut catatan
Kanter Bire Pusal Statsik  tzhun 2001, Ko Padang memiliki jumlah penduduk
sebanyvak 720.783 jiwa. Jumlah i tersebar di |1 kecamatan dan 193 kelurahan. Drengan
laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,27% per tahun.

Bentuk morfologt wilavall kota Padang merupakan perpaduan antara dataran
rendah. dataran tinggt pecbukitan dan daersh aliran sungai. Sedangkan ketinggian wilaval
hota Padang darn permuokaan laut adalak 1-3 meter pada bagian terendah dan 50-1 50 meter
pada bagian tertinggt. Namun dibagian Timur ketingeian daerah mencapai 300-700 meter,
dimana kawasan i1 merupakan hutan lindung vang dikenal dengan Taman Hutan Rava
Bung Hatta.

Perluasan daerah administrasi dari 23 km2 menjadi 694 96 km2 vaitu 21 kali lipat
dari pada luas wilayah sebelumnya, diczps berdasackan Peraturan Pemerintah Mo 17
Tahun 1980, Secara aelwomstrative pemerintaban Kota Padang dibagi ke dalam ||
Eecamatan dan 103 kelurahan. Berdasarkan Peramran Pemerintah Mo, 25 tahun MHH
sebagan bentuk pelaksanaan UL No.22 ahan 1999 tentang Pemerintah Daeral, maka lnas

|
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koa padang bertambah sejauh 4 mil ke arah laut (720 km2} schingga luas wilavah
keseluruhan termasuh juga perarziran adalah 141496 km2.

Kota Padang merupakan pusat pertuminthan wilayah Sumatera Bara denpan fungsi-
fungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan.
Perkembangan Kota Padang selama ini berlangsung alamiah terutama ke arsh Utara dan
Timur namun tidak membentuk klaster-klaster pengembangan yang mengarah pada
pengembangan pusat kota-kota baru, akibatnya pusat kaota berubah menjadi [UmpLan arus
orang dan barang. Jumlah penduduk vang cenderung meningkat dari ahun ke tahun
tentunva  berdampak pada permasalahan pembangunan.  Sesuai dengan Fungsinya,
Pemerintah Kota Padang berupaya menvelengparakan pelayanan dan pembangunan
seopumal mungkin. Unk itulah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunzn
tersebul Pemenintah Kota Padang menyusun Rencana Umum Tats Fuang Kota Padang.
Selain itu, juga disusun Reéncana  Strategis  dalam penyelenggaraan  fonpsi-fungsi
pemerintahan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pedoman yang jelas dan
terarah selingea hasil-hasil vang dicapai dapat diukur kemanfaatannya untuk masyarakat,
Fedoman dan arah ferschut jusa dimaksudkan untuk cvalvasi sehingga lavanan pada
masyarakat dapat selalu ditingkatkan, Menvangkot kemanfaztan fasilitas publik, terasa
agak kurang di Kota Padang dan sangat

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentany Femerintahan
Daerah, fugas-tupas pemenntaban semakin menumpuk dan terkonsentrasi di daersh
kotakabupaten. Penumpukan masalah-masalah tersebut berdampak pula pada prioritas
dalam penyelesaian tugas-mapas tersebut. Untuk itulah, pemerintal Kala Padang berupaya
menyusun skala prioritas pembangunannya sesual dengan kebutuhan vang ada. Bahasan
berkut i akan melhat kemana sesungguhnya prioritas kebijakan pembangunan vang
dilakukan Pemerintan Kota Padang Dan bapainang dampak terbadap perkenbangan
masyarakat disekiamva. Dalam konteks penelitian ini, tentunya pembangunan Iehih
ditekankan pada aspek penggunaan wilavah kota untuk kepentingan publik vang berupa
pemanfagtan seluruh sumber daya yang ada seperti untuk perumahan. ndustd dan
ranportasi. Dengan demikian, konteks pembangunan i akan terkai denpgan perubahan
lingkunean masyarakat vang secara inheren juga merubah perilaku masvarakat kota,

1. Prioritas Kebijakan Pembangunan Perkotaan D Kota Padang

Pembangunan dalam art pemanfastan ruang publik yang terkait dengan mendirikan
bangunan-bangunan untuk kepentingan  tertentu, sesumgeuhnya swilah dimolar sejak
kalanmlisme hadie di Kota Padang, Interaksi vang berlangsung dalam proses kolonialisasi
tersebut melahirkan hubungan antara pribumi dengan Bangsa Eropa. Dan tentunya ini
memzliki konsekuensi ckonomi, sosial dan budaya bag masvarakat setempat, Pola
kolomilisme vang bergeser dan ekonomi kapitalisime merkantilis ke ckanami Kapitalis
ehspansionis dengan skumulasi padat madal (Gilbert dan Gugler, 1996 | 5.17)

Perubahan i lambat laun berimbas pula pada perubahan tumgsi-tungsi perketaan
dan sistern pemukiman secara alami. Puncak perkembangan kota-kala di daerah jajahan e
ditandai dengan semakin dibanjirinva migran pedesaan vang kehilangan tanah diambil alih
oleh usaha-usaha kapitalis. Menumpuknya kaum mipran di perkotaan juga berdampak pada
pembangunan vang berlangsung Pusat-pusat pertumbuhan sepertt di dasrah industrt
dibanjil kaum migran
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Hingpa akbir tahun 1990-an Kola Padang pun berkembang sebagaimana kota-kota
lain di Indonesia, tetapi tidak pada sektor industri sebagai ciri perkembangan ekononu
kapitalis. Hal int berbeda dengan kota-kota besar lain di Pulan Sumatera scperti Medan,
Pekanbarn, Palembang, dan Tanjung Karang vang melihatkan peliat ckspansi ekonem
kapitalis. Industrialisasi yang identik dengan pertumbuban ekonomi menarik aktivitas
perckonomian masvarakat baik dalam skala kecil hingga ke yang besar. Pemusatan akufitas
perekonomian inilah yang pada akhirnva menyebabkan munculnva disparitas (hatk kota-
desa maupun regional) di antara kota-kota yang ada di Propinst Sumatera Barat.

Secara struktur, tuang di perkotaan menjadi vanabel penentu bagl terselenggaranya
aktifitas  perkonomian masyarakat.  Kota memjadi pusat bismis dan perdagangan.
Penguasaan sumber-sumber ekonomi  dan  ketidakmerataan distribusi - perekonomian
berpengaruh pada setting politik di perkotaan (Keating, 1991:68-83), Dalam perspekntf
Mar, kota telah dimiliki oleh kelompok pemnilik modal yang didukung olch para penguasa
kota. Th sinilab terjadi pertarunpan kepentingan antar kelompok vang memiliki vested
interest lerhadap sumber-sumber produksi di perkotaan.

“In local govermment, neo-marxist have increasingly recognized a disnine politics,
paventially more accessible o non-capitalivt interest and dumiipaied By consimpiion or
divtritaition isswes. Class conflics hay been displaced from the shop floor fa city steeers and
netahboschonds, with different characteristie from that ai nattenal leve! " Reating, i)

Pertumbubaan dan pembangunan ekonomi di perketaan  sennpkall menjad:
lepitimas: wnuk memberi dukungan kepada pemerintah keota yang berkuasa. Padahal,
permasalaban vang sesungguhnva yang dibadapt oleh pemerintah kota adalah tidak sekedar
mengejar periumbuhan ckonom (e politics of productions) akan tefapl Juga yang terka
denpan kebijakan mendistribusikan (fe politcs of disceibution). Bap Keating (1991}
palitik distribusi ind mengarah kepada kemampuan pemerintah kota sebagal penvedia jasa
{service prowdery memberikan lavanan publik” kepada masyarakamya.

Berdasarkan kenvataan tecsebut di oatas, pemenntah Kota Padang  berupayvas
melakukan langkah-langkah strategs terkait dengan penztaan ruang dan penpembangan
Kota Padang.  Langkah-langkab strategms itu diwajudkan dalam bentuk penyusunan
Repcana Induk Kota (RIK) Padang 19832002 vang ditetapkan dalam Perda No.
1PV 1983 dan SK Mendagri No 650-1400 tanggal 2 Oktober [9835.

Penyvusunan langkah srrategis vang mencakup kurun wakto 20 tahun, telah member
hasil khususnva yang terkait denpan upava menyvelesaikan masalah-masalah vang dihadapi
Kotz Padang seperti kepadatan lalu lintas, peungkatan populasi penduduk yang terkena
banjir rutin i pusat kota, dan pemukiman penduduk yang padat di pusat kota, Mengacu
dari masalah yang dihadapi Rota Padang, secara kuanbitas dan nyvata dapat dilihat capatan
keberhasilannya yang berhubungan denpan tiga masalah di atas yaitu kepadatan lalu lindas.
penpendalian banyr dan pemukiman masyarakat meskipun pada kualias (mutu) belum ada
perbaikan vang signifikan. Prioritas dan arsh kebijaskan penataan struktur perkotaan
sesungguhnya dapat dilihat dan aspek berikut iz,

* Bandingkan depgan konsep  Osbome and Gaebler (1992), Seoventone Croveriiens How o she
entreprenenrial Spie oo Do e A Fubhfic Secior, vong, memandong, herbeds implemenias korsep
pelovanan pada masyasakal Meourut mereka pernenntah daessh baros membenkan kewenagan pelayan i
pada service meovider vang lan, msalova, masvarakar atag swasia lain,



a) Keketor Mndusies Dan Transporiast

Salah satu kebijakan vang juga tertuang dalam RIK Padang yang juga menambah
prestasi pemerintzh kota adalah dibukanva jalan Fadang dy-pass. Kebijakan ini secara tidak
lanpsung membuka “keterisoliran” masyarakat dari dimensi sosial-ekonomu dan sosial
budava. Jalan Padang by pass merupakan alan alternatif yang dapat mempercepat distribus:
barang dan jasa di sekitar daerah pinggiran kota yang berbatasan dengan daerah tetangga
seperti Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman. Beberapa capaian lain
vang juga terkail dengan keberhasilan pemerintah Kota Padang dalam kurun waktu 20
tahun terakhir adalah memberi ruang untuk berkembangnya industn di daerah Selatan Kota
Padang. Beberapa industri skala kecil dan menengah tumbuh meskipun tidak begitu pesat,
Pertumbuhan sentra industri ini dimaksudkan untuk menverap tenaga kerja di daerah
sekitar di samping peningkatan ekonomi daerah. Pemerintah turut mendukung upaya
ckspansi ekonomi kapitalis tersebut berupa fasilitasi melalui kebijakan, penyediaan lahan,
dan kemudahan investasi, Seperti kepiatan fasilitasi vang dilakukan pemerintah Kota
Padang dari sisi jumlah industri dan serapan tenapa kerja dalam kurun waktu 18 tahun,
telah memberi koniribusi terhadap peningkatan pendapatan perkapita di daerah .

Tabel 1 Jumlah Unit Usabs Dan Tenaga Ferja Pada Industri Keeil Tahun 2001

| Cabang Indusm Unit Usaha ] Tenage Kerja |
) frrmal non jumlah | Feromal nom | jumlah
_ formal formal | '
| 1. Logam, Mesin, Elekiro P 282 G54 1498 860 | 2397 |
i 2. Kimia 341 323 | 664 | 1554 BE2 z2la
3. Aneka Industre 556 321 B77 39EE | 310 a9t
"4 Industri Hasil Pertanian dan 896 593 L 489 B508 | 956 B304
i Kehutanan | |
| Jumlah 2163 1519 | 3684 | 13548 | 5058 18614

Sumber: Padang Dalam Angka 2001

I sektor transpotasi vang juea dilakukan pengembangan dan perbaikan untuk
mendukung pengembangan kota. Sektor i merupakan bagian penting dalam menunjang
ekspansi ekonomi tadi. Hingga talun 1999 prasarana jalan di Kota Padang mencapal
756 04% Kan. Berdasarkan fungsinya «dars keseluruban jalan tersebut 107,07 Km mempakan
jalan arters primer, 72,50 Km jalan arter sekunder, 163,57 Km jalan kolektor primer, 99,60
Km jalan kolektor sekunder, dan 31631 jalan lokal. Mamun sayangnva dari keseluruhan
panjang jalan 50% disntaranva rusak dalam ungkatan sedang dan berat. Ini tentunya sangat
mengkhawatirkan mengingat fungst transportasi ma terletak pada jamunan terlaksananya
mobilitas pendwduk, barang, dan jasa dart suatu tempal ke Padang atau sebaliknyva dengan
cepal, aman, lancar dengan biava yang memisdal

Sebagar konsekuens: logis dar perkembangan Kola Padang berdampak pula pada
laju migrasi ke Kota Padang dart dacrah sekitar, Migras: vang didakukan kaum migran pada
umumnya mempuiyal twjuan ekonomi yartu untuk mencan kerja. Namun ketersediaan
lapangan kerja yang terbatas di Kota Padang karena dava serap yang rendah dan sckior
indusiri, membuat mereka tdak terserap ke lapangan ke formal. Akibat vang paling



nyata vang terlihal adalah mercka akhirnya mencar kerja diluar sektor formal (informal)
untuk memenuhi kebutuban sehari-hari. Rendahnya daya serap scktor industri dan tinginya
migrasi ke Kota Padang menychabkan masalah sosial sendiri. Kesulitan ekonomi yang
dihadapinya mengharuskan mercka bertahan di sekitar daerah pusat industri dengan
membentuk daerah kaatong {encfave’) Ini dapat dilihat di beberapa dacrah seperti wilayah
Timur Kota Padang vaitu Kec Lubuk Kilangan, Sementara di dacrah LUtara vang
merupakan daerah pinggiran (periphery) konsentrasi mereka ada di kec. Kolo Tangah. Dan
daerzh perdapangan dan biznis konsentrast mergka cenderung ada di Kec, Padang Barat.
RRata-rata mereka hidup dalam kondist miskin. Meskipun sebenamya ada juga masyarakat
vang bukan migran mengalami kemiskinan dan menetap di daerah tersebut di atas.
Konsentrast lempat tinggal pada tiap karakiensik daerah tersebut membawa masalah
tersendiri dalam upaya melaksanakan pembangunan khususnya yang berkatan dengan
pengembangan Kota.

Mengacu pada Pola dasar Pembangunan Daerah Kota Padang tahun 2001-20035
vang merupakan perluasan penerapan Rencana Induk Kota Tahun 1983-2003 menetapkan
heberapa Kecamatan sebapal zona pembangunan atau pengembangan kota, Selanjutnya
dapat dilihat pada tabel berikul ini.

Tabel 2 Wilavah Penpembangan dan Fungst Wilavah [ kota Padang

[ No Wilevah Yang Dikembangkan Funpsr Wilayveh Sarina ﬁénlln}ang Yang
_ Dibutuhkan
B Fec. Padung Barar, Padang Selatan, | Akofites Pemerintahan Transpomas,,  pemukiman |
Padang Timur, Padang Utara dan | pendudulk, sarang
| Nanggalo _ pendidikan ]
[27 | Kec Kot Tangah/Dacreh | Pusat Industn Trensportass,  Pernukimarn, 1
| Perbalasan I = Pendudikan, pamasaran !
3 kec Lubuk Begalung Pusat Industri Kerajinan | Trensportas), Pemukiman |
4 | Kec Padang Selatan, koto Tangah. | Hutan LindungTaman | Transporiasi, Pemasaran
B Wisata, | |
3 F.ee. Romo Tangah, kurasmp, dan | PermukomanPerumahan Transportasi.  Pendidikan,
Fauh = Pemasaran
f Fec  Padang Barat dan Padang | Perdaganpan i Transpornas
Selatan
7 koec. Pauh Pendidikan Transportast, pemukimaen
[ 8 Koo, Roto Taneab, Paok, Kurang | Pertaman Transporasy,  Pemukimean,
'__ | dan Lubuk Kilargan - Pemasaran
o koo, Bunous Teluk Kabumge, Padang | Penkanan Transpomast, Pemasaran
| Selatan ]
Surmber: Diolab Dan Benstra Ko Padang 2040)

AoRekior Perimaian

Yang menarik dan penpembangan wilayah i adalah pada aspek pemukunan dan
perumahan. Gejala umum yang senng terpadi beberapa fabun teraklue adalah tumbulinva
perumahan secars spontan {spontanesns setdesent) lerutama levjadi i pmeran Kota dan
dan dacrah indusiry, seperti di Kec. Koto Tangah, Lubuk Kilangan, Kuranp den Paul
Periumbuhan  pemukiman  vang spontan dipien oleh monculnya pusat pemuokaman



tradisional masvarakat penduduk asli Kota Padang belerapa waktu yang lalu. Semakin
banvaknya masyarakat yang bermukim ds kawasan tersebut menyehabkan pemenntah kota
berupaya “menyesuaikan” kebijakan pembangunan pemukimanyakni vang terkait dengan
tiga daerah tersebut di atas. Guna mengantisipasi semakin maraknya myuncul perumahan
spontan tersebut maka oemerintah kota memberikan allernatif wilayah lain untuk
dikembangkan Pemerntah Kota Padang vaitu di Kec, Lubuk Begalung dan  Lubuk
Kilangan. Dasar pertimbangannya terletak pada adanya lahan kosorg dengan harga yang
sangat murah,

Kebijakan pemerintah Kota Padang vang terkait dengan penyediaan perumahan
bagi masvarakat patut dipandang sebapai sebuah langkah strategis. Sebapaimana dijelaskan
di atas kebijakan ini dipandang periu mengingat semakam maraknya munculnya perumahan-
perumahan spontan lain terutama di daerah kantong kemiskinan vaile di Kelurahan Olo,
Kelurahan Pasie Man Tiga dan kelurahan Indarung yang mewakili karakteristik daerah
perdagangan, pingriran dan industr,

Perumahan spontan sebagaimana yang didefenisikan Drakakss Smith (1981 dalam
Gilbert Dan Gugler (1996:116) adalab terletak pada ketidaklegalan penempatan tanah,
mmak atay keduanya meskipun pada wakt pembelian mengikuh prosedur yang wajar,
tetapi tanah tersebut sulit mendapatkan izin dan penguasa kota karena fasilitas yang odak
memadai, tata letak fisiknyva, cin pemilikannya, atau lokasinya di luar wilayah kota,

Pembangunan pemukiman dan peramahan terkait dengan ketersediaan lahan untuk
membangun. Penggunaan Jahan untuk pemukiman dan perumahin mt akan terkait dengan
perkembangan akiivitas indusri, perdagangan, sarana dan prasaranza perkotaan dan kegatan
social lainnya. Kota padang dengan luas 69496 Ha menurul digitasi hanya 28,33% atau
71 035,84 Ha vang lavak diperuntukan sebapai kawasan terbangun. Sementara 1w luas
kawasan terbangun barg inencapat 4964, Ha atau 7,37% dan luas wilvah keseluruhan.

Untuk itulak maka Pemerintah Kota Padang menyusun kebyakan pengaturan untuk
pemukiman tersebut. Pengaluran  vang dilakukan pemerintah kota terhadap lahan
pemukiman dan perumahan ity bukan tidak memliki mjuan dan sasaran. Schagaimana
vang tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang kota Padang 1983-2003 bahwa tujuan
dan sasaran kebijakan perumahan im adalah  perfama, terpenuhinya kebutuhan ramab
untuk setiap keluarga yang sesual dengan tungkat kemampuan dan aspirasi tap-tiap
ealongan masvarakat, Kedua, terbentuknya lingkungan perumahan yang sehal dan layak
luni dengan aksesibilitas yang tingl ke tempat kerja dan fasilitas pelayanan kota, Guna
mewujudkan fujuan tersebut perlu didukung oleh suat kebijakan yang bersifat konstruktf,
Model kebijakan perumaban vang dibuat Pemerintah Kota Padang berdasarkan hal-hal
berkut:
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Tabel 3 Mode] Kebyjakan Perumahan bagt masyarakat [ Kota Padang

Model Kebijakan |  Dasar Pertimbangan

Pembangunan Perumahan Bertzhap [, Perkembanpan  Penduduk  yeng
eruhah

1 Ketersedigan Ihana piliak

prengembang {developer)

[ Pembangunan Perumahan vang bersifit masal |, Pendapatan masyarakat vang odak
T L

2. Banyaknya jumlah  penduduk
vang  memiliki  penghasilan
menengah bawih

| Pepataan Pemukimen dengan maksud Pcmrna_iaah Lingkungen perumahan vang S:mi].km_i

ki _ _ padat

Pengendalian lahan untuk perumahan Semakin  banvakowa masyarakat  vang
membutubkaz rumah _

Integrast  Perumahsn  denpan  scktor  industri,  Tersedianya lehan vang saling mendukung

tranportast, dan perdagangan werinteprasinya tiga sekior tersehut

Feamanan, kendzhan, kelertiban dan wawasan | Tetap  menjspa kesimbangan  dalam |

lingkungan hidup d perumzhan pengembangen kota terutama dalam sekior
| perumahan.

“Zumber: Data Olanan, 2003

Fokus pada masalah perumahan sangatlah penting untuk melihat bagaimana strukfur
perkataan mempengaruhi aspek penlaku warga. Perumahan merupakan salah  satu
komponen hasic necd vang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam menjalant kehidupen
i, Tentunya perumahan vang dimaksud disini mengacy pada kelersediaan tempat tinggal
vang layak huni. Ketadaan perumahan bagi masyarakat mengundang munculnya masalah-
masalah sosial dan politk di perkotaan. Masalah perumahan identik juga dengan masalah
kepernilikan tanah vang akhir-akh i memadi salah satu penyebab munculuya kerusuhan
sosial di kota besar. Adakalanya, kelompok marginal perkotaan sepertt polongan miskin
termativasi  untuk  mendirikan  perumahan  spontan  hanya  karema  ndak  {belum)
termanfaatkennya lahan kosong yang ada di kota. Lambat laun perumahan ine berkembany
sewring dengan berjalanya waktu dan higga puncaknya tefadi penggusuran yang dilakukan
pemerintah kota yang tak jarang memmbulkan konflik fistk.

Sesungenlmyva pengembangan perkomaan vang berbasiskan mdustrialisas: semakin
meperbursk keadaan masyarakat marginal perkotaan. Kapitalisme yang mewadahi ekspansi
industri i semakin jach hingga ke lngkungan pribadi masyarakat yaitn menvangkut
perumahan Tak jarang perumahan spontan vang notabenenva lebih dulu hadic ketimbang
perusahaan-perusahaan besar harns digusur demi kepentingan pengembangan perkotaan.
Ada korelasi positil’ menvangkul hubungan keduanya vaitu semakin berkembang sebuah
kota dengan industrmalisasinya, semakin berkembang pula masalah-masalah perumahan di
kota tersebut. Sebapar gambaran pemukiman kumoh e Eota Padang mencakup kawasan
selugs 15700 Ha yang sebagian besar berlokasi di wilayah Kecamatan Padang Baral,
Padang Timur, Padang Utara dan Padang Selatan
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3. Kebijakan Pemerintah Kota Dan Perubahan Struktur Kota

Kota Padang vang terus berkembang pesat tetap mempertahankan beberap fungs:
stralegisnya seperti pusal kota, pusat lingkungan dan pusat pelayanan. Fungsi pusat kot
adalah sebagai pusal perdagangan dan jasa (cenral bussines duiner) dan sekaligus sehagai
pusat pemerintahan yaitu di wilayah Kec. Padang Barat, Padang Utara, dan Padang Timue
dan Nanggalo. Sebagaimana tertwang dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang [ran Tata
Bangunan Kota Padang 2001-2005 ditegaskan bahwa format fungs: pusat kota tersebut
mempertimbangkan 1) tata letak kota yang berada pada pusat jaringan sirkulasi kota, 1)
telah berkembang sedemikian rupa dalam menampung kepiatan perdapgangan  dan
perkantaran, 3) memiliki intensitas penduduk dan bangunan yang tinggi.

Guna mendukung fungsi pusat kota pemenintah Kota Padang juga menetapkan 3 sub
pusal kota, masing-masing di daerab Lubuk Buaya, Bandar Bual, dan Bungus deagan
Fungsi sebagal berikut:

Tabel 4 Wilavalh Pengembangan Pusal Kota Padang

Diaerah Fungsi Wilayah Untuk Dikembangan
Lubuk Busva Pusal perdagangan, pemasaran hasil-hasil
B perdagangan den ndustn |
Bander Buat _ Pusat perdagangan Iokal dan regional
Bungus Pusat Industri Kelautan

Gumber Renstra Dinas Tt Rueang, 2001

Kebijakan yang dikelvarkan Pemenntah Kota Padang turl merubah struktur kot
vang pada akhienya merubah peritaku masvarakat. Hubungan ini sangat jelas sebab penlaku
dan respons sosial dan politik masyarakat terpenganh oleh lingkungan dimana mereka
berada, Bagi pemerintah pengembangzan wilayah perkotaan merupakan suatu keniscayaan
walaupun tanpa direncanakan secara matang Ada kondisi dimana arah pengembangan
kebijakan perkotaan hanya penvesuaian terhadap pertumbuhan dan  perkembangan
masyarakat secara alami. Artinya, kebijakan pemerintah Kota Padang hanya mengilout pola
alamiah vane terjadi tanpa senpaja. Sevopvanva perencanaan memang berdasarkan pada
prefimmary research yang dilanjutkan dengan kajian mendalam yang melibatkan banyak
stakeholders termasuk perguruan tingaer dengan berbagai disiplin ilmu fermasuk sosiologt.

Struktur ruang kota vang memjadt wilavah kontlik muncul dari pesgembangan su
the patuical of production vang dilakukan oleh pemerintah kota dengan pihak pemilik
madal, tetapt tidak ditkuti eleh e pelive of distnbunon bag kelompok urban marginal
(Keating, 1991} Yang cenderung terjadi adalah politik kaoplasi dar pemerintah kota dalam
mengatur dan mengentrol kelompok urban marginal dari sep perumaban, pekerjaan dan
sebagainva Tak jarang mereka dijatuhi sanksi akibat pelanggaran vang semaia-mata hanya
untik memenuhi kebutuhan hidep d ko

Kecenderungan perencanaan pengembangan yang dilakukan pemenntah kota hanya
respons sesaat untuk mengakomodic masuknva laju investasi akibat plobalisas: dan
kapitalisasi di daersh ini. Dan ini jelas merugikan masyarakat. Ketidaksiapan masyarakat
mmtuk mengakses perubahan sistem ckonomi internasional yang melandsz Kota padang
berdampak pada marginahisase peran mereka di daerah perkotaan. Ideologi pasar yang
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diusung komunitas internasional tidak semuanva mampu dinkuti oleh masvarakat Kota
Padang vang sudah berada dalam sistem dan komunitas dunia. Begitu hebatmya pengaruh
nilai-nilal pasar bebas (baca: kapitalisme) merubal sikap dan perilaku masyarakat Kota
Padang vang dikenal depgan adat-istiadalnya, Pernbaban struktur perkotaan akibat
kebijakan pemerintal vang merespons kepentingan ekonomi kapitalis berakibat pula pada
hentuk dan arah kebijakan vang sedikit saja memperhatikan kepentingan masyarakat kota.

Berikur komentar searang informan vang mengemukakan masalah pembanpunan
siruktur perkotaan khesusnyva vang berkatan dengan kebijakan transportas,

“Penpembmrgan kotg Padang seperinva ddak seswarl dengan rencana. Meskipun
sncfalr dikefuarkan kelijakan pong berkaitan dengan pemindaharn terminal fapi
ndak o gulan, Molah masyorakar yong tambah susah. Yang tferfadi odalaf
kosemirowian ol finras, Lihat dimona-mrava muncw! termival Bayangan.
Contohipa. Simpang Duku, Simpang By Pasy jalan ke Bolok Bus antar kola
molaf memekad bodan golon wink menallon penumipang Aktifitas selovaknig
sedal fermring! berlanginng dyalan rersehur. Sudah hompiv setakun wap idak
adu findokan sepay dan pemermtal beta, Jita dibiorkan feruy inifan biso
menimbuliban kerawanan sasial”

Dari komentar informan tadi sesunguhnya termuat beberapa hal yang patue
dipechatikan. (1) gejala im mengindikasikan adanya banyak kepentingan atas lahirnva
kebijakan tersebut. (2) semakin tidak berwibawanva pemernntah kota. (3) semakin udak
bekerjanva funpsi-fungsi pemenntahan vang lama laun berdampak pada merososmya
kepercavaan masvarakat terhadap pemenintah kota,

Yang menarik dar bentuk dan arah kebijakan yang dibuat pemerintah kota inemuat
kepentingan bagaimana  penggunaan tanah  sebapa:  sumber daya  strategis  dapat
dimantaatkan seefeknf mungkin, D banvak daeral, kekuvasaan yang dimiliki pemerintah
lokal turut menentukan alokasi pengpunaan tanah untuk kepentingan kelompok tertentu,
Sehingea vang cenderung bermain dalam pembuatan kebyakan tersebut adalali kel yasaan,
Bagl penguszgha yang jelas ndak memiliki kekuvasaan dalam menentukan sustu kebijakan
akan mengompensasikan kekuasaan tersebut dengan uvang yang dumlikiyva unluk furod
serta dalam menentukan kebijakan sesua dengan kepentingannva. i kebanvakan kota-kota
di dunia berkembang vang larut dengan pembangunan ada kecenderungan vang dapai
diamatt balwa komunitas elite memiliki kepentingan terhadap penggunaan tanah dan
memakzsimalkan keuntungan dengan pengunaan tanah tersebut (Christensen, 995 308

Kot Padang pun terimbas cleh kecenderungan di atas. Ini dapat dilihat pada
pertame, Upava komunias ele bak < ungkal propins ataupun pemerintah keta
berlomba-lomba menaruh kepentingan dalam rencana perluasan dan pengembangan kota
dengan harapan mendapat keuntungan dan niai jual tanab di daerah pengembanpan
tersebur. Praktek meporistic tm memben beuntungan pada elite dengan cara mempelajari
bentuk dam arah kebejakan perluvasan dan pengembangan kata. Upayva mempelajan dan
mendapatkan informas) perfuasan dan pengembangan i terkair denpan prakick gant rugi
atan jual beli tanab yang murah sehingga memben keuntungan pada mereka yang
memihikinva (elie) vang pada akhirnva menjualnya denpan harga mahal, Ini jelas prakiek
mampulant, Kedwa, perlombaan perburuan tanah tidak saga lerjadi pada aras kepemilikan



pribadi tapi juga publik (komunal) seperti tanah wlayal, napar, tanab kaum atau tanah
pusako tinggi yang notabenenya tidak memiliki batas-batas yang jelas selungga terjadi
tumpang tindih kepemilikan tanah. Sering kali ini menjadi konflik vang sering berakiir
dengan kekerasan, Masalah pertanahan disamping kepemilikan adalab cepatnya terjadi
konversi fungsi tanah dari lahan pertanian menjadi Jahan industri atau perumaban. Fata-rata
setiap tahunnya terjadi pengaliban tanah di Kota Padang sebesar 20 Ha. Kelemahan yang
paling krusial yang dihadap: pemerintah kota ini dalam membuat kebijakan pengembangan
kota adalah tidak jelasnya penenman dacrah gamecation dan zoning.

Perubahan struktur perkataan di Kota Padang dapat dilihat secara jelas terutama di
pusat-pusat pertumbuhan di daerah utara wilayah ini. Talel berkut in1 dapat menjelaskan
kecenderungan ini,

Tahel 5 Perubzhan Struktor Perkotzan Dan Implikasinya

Mo Perubahan Strokiur Wilayah/Daerah | Fungsi Perubahan tmphkasi
Perkotazn _ Perubahan
1 Pengembiangan sektor | Ale Pacah Pengembangan | Konflik tanah
Transpartasi dan | wilavah  kota  dan | antors
Perdagangan: Pembangunan alternatif uniuk | pengembang,
sarana terminal dan kewasan konsenras pemermiih dan
perdapangan skala regional perdagenpen rrasvarakl
7 Penoembangean sektar | Bunpus  Telok | Pengembanpan Lunturmva — nilai- .
Pertkanan, Parewisata, dan | Kabunp wilaysh  kota  dan | mola kutliur |
Pertanian pertgenbangan [ masyarakat [
I pelabuhan o | setempal !
kawaznn Bara: | [
3 | Pepoembangan seitor Limau  Marus, | Pengembanpan bonthyx  berkaman
Pendidiban dan Indusir Indarung,  Dan | wilayan  kots  dan | denpan nilai jual
Renidar Buat | pengembangan tznah damn
i kawasen indusin kepemibikan tanah
: 4 | Pengembangen  perumshan | Lubuk Buaya [ Penpembangan Konflik  herkanan
[ ian pemukiman alternatif pemukiman | dengan nilar jual
| tarah dan

masvarakat

“Sumber Data Olihan, 2003

[ kepernilikan  tanah
masyarakal dengan
pengembang
[edevelamer)

Untuk mengimbang: pengembangan wilavah peckotaan di atas pemerintah daerah
kota Padang gupa memben peluang untuk pengembang guna memanfaatkan wilaval
berkut ini, 1} bagian Ulara pusat keta vaite i dasralh Kecamatan Koto Langah dan
Kecamatan Magpalo khsusnyva kawasan di sebelah Barat jalan Padang By Fass. 2) kawasan
di sepanjang jalan Padang By Pass di Kecamatan Euwranp 3) kawasan di sepamjang jalan
Padang By Pass di Kecamatan Pauh
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Dorongan  dan  motivasi pemerintah keta pada pihak  pengembang untuk
memanfaatkan wilayah ini jelas membawa dampak bagi masyarakal, 1} konflik vang
berkaitan dengan tanah akan semakin tingei terutama vang berkaitan dengan tanah yang
dimilki oleh kaum vang terkena dampak pembangunan. Gejala ini dapat ditemukan di
dasrall Kuranji dan sekitarnya. Jika dikaitkan dengan pendekatan neo-marxist, tanah yang
merupakan modal dalam proses industrs memidiki nilal surplus sehingga menjadi pemicu
terjadinya tindak kekerasan di dalam masyarakat. ) semakin bermunculannya sparial di
perkotaan vang terkait dengan berdirinya bangunan di daerah strategis sehingga dacrah
kurang strategis menjadi tertinggal dan kosong, Keumpangan ini menyehabkan terjadinya
komsentrasi perumahan masyarakat yang berhimpit dengan konsentrasi wilayah indusirs
sehingga daerah ini menjadi rentan dar tindak kriminalitas. 3) posisi elite di pemerintahan
vang kuat mendorong ferjadinya penguassan atas labantanah masyarakal secara sepihak
denpan  mengatasnamakan negara  dan  entuk  kepentingan  masyarakat  banyak.
4) terintegrasinya masyarakat ke dalam sistem kaputalis di sekitar dacrah yang menjadi
sebira perluaan khususnya di daerah industri, semakin melemahkan nilsi-nilai kekeluargazn
dan kegotong-rovangan di antara mereka, 5) alih fungsi tanah dari lahan pertanian menjads
lahan industri dan perumahan mengancam stabilitas ekosistem dan lingkungan hidup di
daerah pengembangan. Kecenderungan ini diperparah dengan tidak lengkapnya data dari
inetapsi terkait berkenan dengan kondisi lahan, peta pemilikan lahan, konversi lahan, serla
data penggunaan lahan yang detail dan terukur.

N KESIMPULAN

Perybahan dan perkembangan kota vang cepat harus diantisipas: dengan cepat pula
Dengan demikian pemerintah kota harus mampau memprediksi dan mengenadalikan arah
peribahan dan perkembanagn kota i denpan menetapkan kebijakan preventif. Selam 1
perencanaan dalam menata perkembangan Kota menjadi sangat penting. Aspek p2rencansan
pengembangan kota ini merupakan dasar dan arzh lshimya kebijakan yang dibuat cleh
pemerintal kota, tanpa ini fenfunya sangat sulit mengendalikan dampak vang diakibatkan
oleh perkembangan kota

[% anfara sekian banyak langkah vang menjadi puakan  dalam menyusun
perencanaan perkembangan kot i adalah dengan melibatkan semua stakeholder untuk
menvusun rencana jaih ke depan. Misaluya, perlu ada pengkajian secara mendalam oleh
pihak perguruan tngel tentang prospek suain pembangunan yang dilihat dary banyak
dimensi, Melihat kecenderungan kebijakan vang dikeluarkan Pemermtah Kota Padang vang
terkait dengan perkembanpan kota selama iy, sesungguhnya vang teradi adalah medel
kebijakan vang parsial-sektoral tidak termiegrasi dalam perencanan vang heuristik. Sebagal
contah adalah pengembanpan dacrah di sekilar Padang Ay pess bak untuk ndustr.
pemukiman dan wansporatsi vanp terkesan tidak tuntas dan menvisakan masalab bak
amara pemerimizb kota dengan masvarakat ataupun masyarakat dengan pihak pengembany

Ketidakterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  pengembangan  perkotaan
adakalanya  merugikan  masyarakat ferntama terkait dengan ganti ol tanah dan
kepemilikan lahan bak i vang bersifat personal ataupun komunal. Seringnya ehie
pemerintabian bertindak menipulanf dan koersif dengan memantzar keuntungan informas
vang mereka miliki untuk mengusa tanah masyarakat.



Dan isi kebijakan vang dikelugrkan oleh Pemerintah Kota Padang lebih bersifat
regulafive ketimbang substannf khusesnva vang berkal dengan penpembangan scktor
perumahan dan industri. Kebijakan yvang dikelearkan sama sekall tidgk menyventuh nilai
inmumen dari aspek perubahan smuktur perkotaan kecuah nilar instninsik penpembangan
kota itu sendirt. Ini dapat dilihat dari pejals vang terjadi seperti kasus terminal aie pacah
dan kasus kepemilikan lahan pertambangan bagi indusm semen d Indarung, Jika m terus
dibiarkan tanpa ada pengaturan lebth lanjut dan pemernmtah kota, maka yang akan ferjadi
adalah kemunduran dalam pembangunan di dacrah ini
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